TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  DENGAN ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm) by SARASWATI AHMAD, NURUL
 i 
 
SKRIPSI 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm) 
 
 
 
 
 
OLEH 
NURUL SARASWATI AHMAD 
B111 13 093 
 
 
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 i 
 
HALAMAN JUDUL 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm) 
 
 
OLEH : 
NURUL SARASWATI AHMAD 
B111 13 093 
 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Pada Departemen Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 ii 
 
 
 iii 
 
  
 iv 
 
 
 v 
 
ABSTRAK 
 NURUL SARASWATI AHMAD B111 13 093.Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan 
Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm). Di 
bawah bimbingan Prof. Dr. H. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing I dan Dr. 
Abd.Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil maupun hukum pidana formil terhadap tindak pidana persetubuhan 
dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dalam perkara putusan nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm. 
 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa khususnya pada instansi 
Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui metode penelitian lapangan (field 
research) dan metode penelitian kepustakaan (library research) di Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.Data yang diperoleh dari hasil 
penelitian dianalisisi secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang 
dilakukan oleh anak dalam perkara putusan nomor: 10/Pid.Sus.-
Anak/2016/PNSgm telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang ada pada 
Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan 
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta selama pemeriksaan 
di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang 
dapat menghapuskan kesalahan Anak oleh karena itu haruslah  Anak dinyatakan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga Anak harus dijatuhi pidana; 
(2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 
anak dalam perkara putusan nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm adalah 
putusan tersebut diberikan setelah melalui beberapa pertimbangan, diantaranya 
adalah unsur-unsur materiil telah terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari 
Penasehat Hukum mengenai dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut 
Umum sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, namun 
terdapat beberapa kekeliruan dalam pertimbangan Hakim sebelum memutus 
perkara tersebut diantaranya Hakim tidak mempertimbangkan peran korban 
dalam terjadinya tindak pidana, Hakim tidak mempertimbangkan kedudukan 
terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam tahap penyidikan 
dan penuntutan, serta Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menjatuhkan vonis 
putusan yang kurang tepat dimana pidana kurungan 4 (empat bulan) seharusnya 
diganti dengan pidana latihan kerja sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Kata Kunci: Persetubuhan, Persetubuhan dengan ancaman kekerasan, 
Persetubuhan oleh anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
       Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat), hal tersebut 
tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945) 
Perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan 
konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas 
hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (supremacy of law). 
Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan 
ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga 
negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap 
tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat 
sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan 
keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja 
dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (act,behaviour). 
       Seiring dengan perkembangan zaman, pola tingkah laku manusia 
perlahan-lahan mengalami perubahan, hal ini ditandai dengan semakin 
tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif dan 
juga dampak negatif antara lain berupa semakin canggih dan 
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berkembangnya kejahatan baik dari kuantitas maupun dari segi 
kualitasnya. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi 
juga dilakukan oleh anak, yang bahkan telah menyentuh ranah tindak 
pidana persetubuhan. 
       Pengaruh teknologi yang semakin berkembang salah satunya ialah 
adanya internet yang dapat diakses oleh siapa saja dan meniru konten-
konten yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk anak sehingga 
menimbulkan rasa keingintahuan pada anak, contohnya apabila anak 
mengakses konten video dewasa sehingga dengan pikiran anak yang 
masih labil maka bukan tidak mungkin bahwa suatu saat anak akan 
meniru apa yang mereka saksikan pada video tersebut, padahal hal 
tersebut hanyalah untuk orang dewasa yang sudah mempunyai ikatan 
perkawinan. 
       Anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda, 
sudah selayaknya mendapat perhatian khusus, dalam rangka pembinaan 
anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan 
berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan 
prasarana hukum yang mampu mengantisipasi segala permasalahan 
yang akan timbul. Sarana dan prasarana termaksud menyangkut 
kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan 
perilaku di kalangan anak yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke 
muka pengadilan. 
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       Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. 
Mereka sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa yang harus diasuh, dilindungi dan dididik dengan baik. 
Perkembangan karakter seorang anak dipengaruhi oleh perlakuan 
keluarga terhadapnya. Karakter seseorang terbentuk sejak dini, dalam hal 
ini peran keluarga tentu sangat berpengaruh. Kurangnya pengawasan dan 
kasih sayang dari orang tua menjadi salah satu faktor penyebab kejahatan 
dilakukan oleh anak. Selain itu, pengaruh lingkungan juga sangat 
berperan dalam membentuk karakter seorang anak. Lingkungan yang baik 
tentu akan memberi dampak positif bagi perkembangan anak, sebaliknya, 
lingkungan yang buruk akan memberi dampak negatif terhadap 
perkembangan anak. 
       Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan 
bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam Undang-undang 
(selanjutnya disingkat UU) No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, tindak 
pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial 
yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan. Kasus ini menjadi momok bagi 
masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap 
harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai 
pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media 
massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai 
pelakunya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan 
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rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga. Kondisi ini 
tentu akan menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman dalam 
melangsungkan aktivitas sehari-hari atau hubungan dalam masyarakat 
serta merusak masa depan generasi penerus bangsa. 
       Olehnya itu maka persoalan tindak pidana pemerkosaan atau 
persetubuhan terhadap anak merupakan suatu isu hukum yang sangat 
penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam hal ini penulis memusatkan 
perhatian pada kasus yang terjadi di Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
Pada kasus tersebut pelaku berusia 17 tahun dan duduk di bangku SMA, 
sedangkan korbannya adalah rekan sebayanya yang bersekolah di 
sekolah yang sama dengan pelaku. Penulis tertarik meneliti kasus ini 
karena baik pelaku maupun korban sama-sama masih berstatus anak 
yang belum diikat oleh hubungan perkawinan. Penulis lebih jauh ingin 
melihat bagaimana penerapan dan penegakan hukum terkait dengan 
kasus ini. 
       Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk 
menulis skripsi dan memilih judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan 
Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.-
Anak/2016/PNSgm). 
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B. Rumusan Masalah 
       Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok 
kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan 
dibahas dengan rumusan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan 
pidana dalam perkara Nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm? 
 
C. Tujuan Penelitian 
       Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil 
maupun hukum pidana formil terhadap tindak pidana persetubuhan 
dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak. 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis 
hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.-
Anak/2016/PNSgm. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
       Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu 
hukum secara umum, serta hukum pidana secara khusus berkaitan 
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dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu 
persetubuhan yang dilakukan oleh anak. 
2. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam 
penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh 
penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah 
strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat uu merumuskan suatu 
uu mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana.1 
Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaarfeit, kadang-kadang 
juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana Negara 
Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang 
sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber dari Wetboek van 
Strafrecht (selanjutnya disingkat WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun 
sama yaitu strafbaarfeit.2 
Perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah arti strafbaarfeit itu. 
Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-
masing memiliki arti:3 
- Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; 
                                                           
1
  Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education & PuKAP 
Indonesia., Yogyakarta, hlm. 18. 
2
  Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 86. 
3
  Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 19. 
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- Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; 
- Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
 
Mengenai apa yang diartikan dengan strafbaarfeit, para sarjana Barat 
pun memberikan pengertian yang antara lain sebagai berikut: 
- Simons merumuskan strafbaarfeit adalah:4 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaarfeit itu harus dirumuskan 
seperti di atas adalah karena:5 
- Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
oleh uu, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum; 
- Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di 
dalam uu; dan 
- Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut uu itu, pada hakekatnya merupakan suatu 
tindakan melawan hukum atau merupakan suatu 
“onrechtmatigehandeling”. 
 
- Van Hamel merumuskan strafbaarfeit sebagai berikut:6 
Eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, 
strafwaarding en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang 
dirumuskan dalam uu, melawan hukum, yang patut dipidana dan 
dilakukan dengan kesalahan. 
 
- Vos merumuskan strafbaarfeit sebagai “suatu kelakuan manusia 
yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu 
                                                           
4
  Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru., Bandung, hlm. 176. 
5
  Ibid, hlm. 176. 
6
  Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 88. 
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kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam 
dengan pidana.”7 
 
- Pompe mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut:8  
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
 
Jika melihat pengertian-pengertian di atas maka disitu dalam pokoknya 
ternyata:9 
1. Bahwa feit dalam strafbaarfeit berarti handeling, kelakuan atau 
tingkah laku; 
2. Bahwa pengertian strafbaarfeit dihubungkan dengan kesalahan 
orang yang mengadakan kelakuan tadi. 
 
Namun, timbul masalah dalam menerjemahkan istilah strafbaarfeit itu 
ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah 
perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaarfeit itu. 
Utrecht, menyalin istilah strafbaarfeit menjadi peristiwa pidana. Rupanya 
Utrecht menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”.10 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena alasan sebagai 
berikut:11 
Peristiwa adalah pengertian yang konkret yang hanya menunujuk 
kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa 
ini saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya 
orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang 
                                                           
7
  Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 72. 
8
  Lamintang, Op.cit, hlm. 173. 
9
  Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 61. 
10
  Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 86. 
11
  Moeljatno, Op.cit, hlm. 60. 
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lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena 
penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang 
roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali 
bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena 
binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakukan orang 
lain, disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana. 
  
Andi Zainal Abidin Farid mengusulkan beberapa hal sebagai berikut:12 
Pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” 
yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata 
benda yang bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan 
tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak 
sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya 
dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman yaitu “Tat” (perbuatan) 
atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata 
“feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi Andi Zainal Abidin Farid 
menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang 
umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa Latin 
delictum). 
 
Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak 
pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, 
sering dipakai dalam perundang-undangan. Mesikpun kata “tindak” lebih 
pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang 
abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, 
sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak 
adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, 
hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan 
belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai 
kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang 
menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasanya sendiri, 
maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata 
                                                           
12
  Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 87. 
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“perbuatan”. Contoh: UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum 
(Pasal 127, 129, dan lain-lain).13 
Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah 
“suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh uu (pidana).” 14 
Hazewinkel–Suringa merumuskan strafbaarfeit sebagai:15 
Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di 
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 
yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 
 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana). 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
       Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam 
alam lahir (dunia).16 
Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui 
adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan 
perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 
                                                           
13
  Moeljatno, Op.cit., hlm. 60. 
14
  Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 72, hlm. 88. 
15
  Lamintang, Op.cit, hlm. 172. 
16
  Moeljatno, Op.cit., hlm. 64. 
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dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa 
unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi 
sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak 
dilarang.  
Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam 
unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah 
disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang 
telah melakukan sesuatu yang terlarang oleh uu. Menurut ilmu 
pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan een 
doen (melakukan sesuatu) atau een niet doen (tidak melakukan sesuatu). 
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana itu pada 
umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya 
dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif 
dan unsur-unsur obyektif. 
Lamintang menguraikan mengenai unsur subyektif dan unsur obyektif 
dari suatu tindak pidana sebagai berikut, yaitu yang dimaksud dengan 
unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan yang termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.17 
Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
                                                           
17
  Lamintang, Op.cit., hlm. 184. 
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2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 
pasal 340 KUHPidana; 
5. Perasaan takut atau vres seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana. 
Sedang yang dimaksud unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. 18  
Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah : 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana; 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
                                                           
18
  Ibid, hlm. 184. 
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Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu harus dianggap 
sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur 
tersebut oleh pembentuk uu telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai 
salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subyektif dan unsur 
obyektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam 
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana 
dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:19 
a. Menurut KUHPidana, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan 
ancaman pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar 
kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara 
kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in 
abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Uu membedakan delik 
kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: 
- Pasal 5 KUHPidana hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu 
dituntut. 
                                                           
19
  Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 28. 
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- Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
- Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk 
selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan 
mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya 
tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud 
perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada 
syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud 
membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi 
pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau 
tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi 
hanyalah percobaan pembunuhan. 
 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh 
orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar 
larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar 
tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana adalah tindak 
pidana aktif.  
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Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni 
dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni 
ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 
pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya 
adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif 
tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa 
tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak 
berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat 
terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan 
sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu 
singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya 
ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga 
terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah 
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, 
yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini 
dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 
keadaan yang terlarang. 
 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II 
dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana. Dalam hal 
ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini 
dikenal dnegan istilah delik-delik di dalam KUHPidana dan delik-
delik di luar KUHPidana. 
 
g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 
orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak 
pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, 
ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya 
dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya 
pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada 
kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntuan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak 
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu 
tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan 
penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh 
yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya 
dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal 
tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan 
oleh orang yang berhak. 
 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi: 
- Dalam bentuk pokok disebut juga bemtuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar; 
- Dalam bentuk yang diperberat; dan 
- Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara 
itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak 
mengulang kembali unsur-unsur betuk pokok itu, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, 
ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang 
diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih 
ringan daripada bentuk pokoknya. 
 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam 
KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukukm yang dilindungi ini maka dapat 
disebutkan misalnya dalam Buku II KUHPidana. Untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan 
kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHPidana), untuk 
melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi 
penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum 
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(Bab VIII KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum 
terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti 
Pencurian (Bab XXII KUHPidana), Penggelapan (Bab XXIV 
KUHPidana), Pemerasan dan Pengancaman (Bab  XXIII 
KUHPidana) dan seterusnya. 
 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang cukup dilakukan satu 
kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam 
KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu 
yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, 
disyaratkan dilakukan secara berulang. 
 
 
4. Pertanggungjawaban Pidana 
Pepatah mengatakan: “Tangan menjinjing, bahu memikul”, artinya 
seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau 
kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang 
dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika makna pepatah 
tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana, 
pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam 
uu. 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah 
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 
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Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau 
dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang ia 
lakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu 
bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari 
petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan 
tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan 
tersebut.20 
Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang 
meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan 
pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan 
tertuduh atau tiada alasan pemaaf.21  
Dari uraian di atas dapat diketahui unsur-unsur pertanggungjawaban 
pidana adalah : 
1. Mampu bertanggungjawab 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, 
jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya 
yang telah ditentukan dalam uu. Dilihat dari sudut terjadinya suatu 
tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat 
melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) 
untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 
                                                           
20
  E.Y Kanter dan S.R.Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, 
Storia Grafika., Jakarta, hlm 250. 
21
  Ibid. 
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seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat 
dipertanggungjawab-pidanakan.22 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menguraikan unsur-unsur seseorang 
dikatakan mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), sebagai 
berikut:23 
Keadaan jiwanya: 
- tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair); 
- tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya); dan 
- tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, 
pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, 
mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. 
dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. 
 
Kemampuan jiwanya: 
- dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
- dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 
akan dilaksanakan atau tidak; dan 
- dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
 
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan 
dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari seseorang, 
walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHPidana 
adalah verstandelijke vermogens. Untuk terjemahan dari verstandelijke 
vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa 
seseorang”.24 
Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” 
dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa 
                                                           
22
  Ibid, hlm 249. 
23
  Ibid. 
24
  Ibid, hlm 249-250. 
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dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau 
tidak.25 Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk 
membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh 
siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik 
kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan 
sendiri. 
2. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab. 
Di dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian 
seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu 
bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur 
yaitu:26 
- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
- Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
- Tidak adanya alasan pemaaf. 
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang 
diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 
                                                           
25
  Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Jakarta, Penerbit 
Aksara Baru, hlm. 45. 
26
  Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara., Jakarta, hlm. 164. 
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- Kesengajaan (opzet) 
- Kealpaan (culpa) 
 
3. Tidak ada alasan pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 
bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan 
yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan 
dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau 
tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk 
hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, 
bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian 
penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. 
Ruslan Saleh mengemukakan bahwa:27 
Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, 
bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus 
kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk 
dalam pengertian kesalahan (schuld). 
 
Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah 
ditentukan dalam Uu. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka 
                                                           
27
  Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 87. 
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hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.28 
 
B. Tindak Pidana Persetubuhan 
1. Pengertian Persetubuhan 
Persetubuhan merupakan bagian dari delik pemerkosaan 
(verkrachting). Memperkosa adalah memasukkan secara paksa kemaluan 
laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Istilah memperkosa ini memiliki 
kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama 
bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu 
berbentuk persetubuhan (memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam 
kemaluan perempuan), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk 
persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang 
dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.29  
Rumusan dari tindak pidana pemerkosaan dimuat dalam pasal 285 
KUHPidana yang berbunyi: 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum 
karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
belas tahun. 
 
Bagian inti dari delik ini adalah: 
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 
Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan. 
                                                           
28
  Ibid, hlm. 73 
29
  Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 
Anak, Pustaka Yustisia., Yogyakarta, hlm. 4. 
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- Memaksa; 
Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan 
itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan. 
- Dengan perempuan yang bukan istrinya; 
Perempuan yang disetubuhi bukan istrinya, artinya tidak dinikahi 
secara sah. 
- Terjadi persetubuhan; 
Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara 
pembuat dengan perempuan yang dipaksa tersebut. 
 
Jadi, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara 
anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang 
biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, jadi anggota kemaluan 
laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga 
mengeluarkan air mani. 
Dalam delik kesusilaan, jarang terjadi concursus, tetapi pada Pasal 
285 KUHPidana terjadi concursus dengan Pasal 289 KUHPidana, yaitu 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
perempuan berbuat cabul dengan dia (J.M.VVan Bemmelen-W.F.C.van 
Hattum, 1954:ibid). Jadi, Pasal 285 merupakan lex specialis, sedangkan 
perbuatan cabul merupakan legi generali.30 
Pasal 285 KUHPidana menekankan bahwa persetubuhan harus 
benar-benar dilakukan, apabila tidak, kemungkinan dapat dikenakan pasal 
                                                           
30
  Andi Hamzah, 2011, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm.16. 
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289 tentang perbuatan cabul. Banyak jalan terjadinya pemerkosaan, ada 
karena kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan 
kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk 
memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah 
berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki tersebut dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk 
bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu ingin 
mempertahankan keperawanannya. 
 
2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 atas 
Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Di dalam UU No. 35 tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana persetubuhan terhadap 
seoarang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) 
yang rumusannya sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D (yaitu Setiap orang dilarang melakukan 
Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.) dipidana 
dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
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(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
 
3. Unsur-unsur persetubuhan 
Dari  rumusan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 
atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 
dapat dilihat unsur-unsur persetubuhan adalah sebagai berikut. 
a. Unsur setiap orang (unsur subyektif) 
Yang dimaksud dengan “barang siapa‟ adalah siapapun yang 
menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab secara 
hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana. Perlu diketahui bahwa 
dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan 
tindak pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau 
anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana 
berdasarkan pasal ini. 
 
b. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain (unsur obyektif) 
Dengan sengaja yang artinya dalam keadaan sadar, melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang berarti menggunakan 
kekuatan badan/tubuh atau dengan menggunakan perkataan/lisan 
mengancam, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
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yang berarti di luar kehendak korban dan bersetubuh berarti 
peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota 
kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan 
kehamilan. 
 
C. Anak 
1. Pengertian Anak 
Menurut pengetahuan umum yang disebut anak ialah seseorang 
yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut 
sejarah manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk 
Tuhan ini, lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pinak, menjadi 
kelompok yang semakin besar, berpisah dan berpencar satu sama lain 
berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa sekarang ini seperti 
difirmankan Allah dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 13 yang artinya: 31 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 
Selanjutnya sampai umur berapakah usia seseorang disebut anak? 
Hal ini dimuat dalam beberapa uu yang memberi pengertian tentang anak, 
yaitu sebagai berikut. 
1. Berdasarkan hukum positif Pasal 45 KUHPidana, batasan umur 
seseorang disebut anak ialah sampai 16 tahun. Sampai seusia itu 
                                                           
31
  Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty., Yogyakarta, hlm. 151. 
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seorang anak yang melakukan dan berbuat kesalahan dapat 
dipertimbangkan 3 kemungkinan ialah: 
- Menyerahkan kepada orang tua; 
- Menjadikan anak negara; 
- Dijatuhi hukuman. 
2. Menurut KUHPerdata, dalam Pasal 330 sub 1 menyatakan bahwa: 
“Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 
dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” 
3. Menurut UU No. 35 tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 
disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
 
2. Pemidanaan Terhadap Anak 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Uu peradilan anak di Indonesia diatur di dalam UU No. 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak dan seiring berjalannya waktu setelah adanya 
penelitian-penelitian maka uu tersebut diperbaharui dengan UU No. 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan di dalam 
UU No. 3 Tahun 1997 terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dengan 
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adanya perubahan tersebut diharapkan UU No. 11 Tahun 2012 lebih 
sempurna. Uu tersebut berlaku lex specialis terhadap KUHPidana, 
khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi 
pidana, baik pokok maupun tambahan, antara lain: 
Tabel 1 Perbandingan sanksi pidana antara UU No. 3 Tahun 1997 dan 
UU No. 11 Tahun 2011 
UU NO. 3 TAHUN 1997 UU NO. 11 TAHUN 2012 
Sanksi Pidana 
1. Pidana Pokok 
a. pidana penjara; 
b. pidana kurungan; 
c. pidana denda; atau 
d. pidana pengawasan 
2. Pidana Tambahan 
a. perampasan barang- barang 
tertentu; dan/atau 
b. pembayaran ganti rugi. 
Sanksi Pidana 
1. Pidana Pokok 
a. pidana peringatan; 
b. pidana dengan syarat: 
(1) pembinaan di luar lembaga; 
(2) pelayanan masyarakat; atau 
(3) pengawasan 
c. pelatihan kerja; 
d. pembinaan dalam lembaga; 
e. penjara. 
2. Pidana Tambahan 
a. perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana; 
atau 
b. pemenuhan kewajiban adat. 
Sanksi Tindakan 
1. mengembalikan kepada orangtua, 
wali, orangtua asuh; 
2. menyerahkan kepada negara 
untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja; atau 
3. menyerahkan kepada Departemen 
Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan, 
dan latihan kerja. 
Sanksi Tindakan 
1. pengembalian kepada orang 
tua/Wali; 
2. penyerahan kepada seseorang; 
3. perawatan di rumah sakit jiwa; 
4. perawatan di Lembaga 
Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial (LPKS); 
5. kewajiban mengikuti pendidikan 
formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau 
badan swasta; 
6. pencabutan surat izin mengemudi; 
dan/atau 
7. perbaikan akibat tindak pidana. 
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Dalam UU No. 3 Tahun 1997 masih mengutamakan penjatuhan 
pidana berupa pidana pokok yaitu berupa pidana penjara. Penjatuhan 
pidana dalam UU No. 3 Tahun 1997 masih bersifat penghukuman yang 
mengedepankan unsur pembalasaan agar anak jera dan tidak mengulangi 
kembali kesalahan yang dilakukan tanpa memikirkan kedepan setelah 
mereka dipidana, apakah menjadi lebih baik atau buruk dan belum 
sepenuhnya menganut perbaikan pada diri pelaku anak. Sedangkan 
dalam UU No. 11 tahun 2012 dengan pendekatan keadilan restorative dan 
pendekatan diversi. Pendekatan keadilan restorative merupakan 
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal  1 Angka 6) 
sedangkan pendekatan keadilan diversi yaitu pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana  (Pasal 1 Angka 7). 
 
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, majelis hakim tidak 
hanya sekedar melihat pada fakta dan dasar yuridis semata. Hakim di 
dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang 
mempengaruhinya, hal-hal yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk 
menjatuhkan berat-ringannya pemidanaan ialah hal-hal yang 
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memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan baik yang terdapat 
di dalam maupun di luar uu. 
Menurut Sri Rahayu Sundari ada banyak hal yang mempengaruhi 
pemidanaan yang terdapat di dalam uu yaitu:32  
1. Hal-hal yang memberatkan 
Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu: 
- Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHPidana)33 
Menurut Djoko Prakoso yang dimaksud dengan pejabat adalah 
sebagai berikut Pejabat ialah mereka yang diangkat oleh 
penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum untuk 
melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat 
perlengkapan. 
 
- Pengulangan tindak pidana (Recidive) 
Pengulangan tindak pidana (recidive) adalah merupakan alasan 
pemberat pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, 
melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal 
tertentu saja dari KUHPidana, yaitu Pasal 486, 487, dan 488 yang 
menurut beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu 
tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang 
diperberat sampai 1/3-nya pidana dari pidana yang diancamkan 
atas masing-masing tindak pidana itu. 
 
 
Menurut ketentuan Pasal 52 KUHPidana apabila seorang pejabat 
karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus 
dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 
kekuasaan, kesempatan atau saran yang diberikan padanya karena 
jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya cukup dijadikan alasan 
untuk memberatkan pemidanaan, yaitu karena melanggar kewajibannya 
yang diberikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri.  
                                                           
32
  Djoko Prakoso, Op.cit, hlm. 186. 
33
  Djoko Prakoso, Kuliah Hukum Pidana Khusus oleh Sudarto. 
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Barangsiapa yang pernah melakukan tindak pidana dan dikenakan 
pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak 
pidana lagi, dapat dikatakan mempunyai watak yang buruk. Oleh karena 
itu uu memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana 
yang lebih berat. 
 
2. Hal-hal yang meringankan 
Hal-hal yang meringankan pemidanaan ada tiga macam, yaitu: 
- Percobaan (poging) 
Percobaan (poging) diatur dalam Pasal 53 KUHPidana, pasal ini 
tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya 
memberikan suatu batasan bilakah ada percobaan untuk 
melakukan suatu tindak pidana. 
Percobaan merupakan suatu hal yang meringankan pemidanaan 
karena pembuat uu beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu 
tidaklah menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu 
dilakukan sampai selesai. 
 
- Pembantuan (medeplichtige) 
Pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHPidana yang berisi 
ketentuan dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan 
terhadap barangsiapa: 
- Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan; 
- Yang dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
 
- Belum cukup umur (minderjarig) 
Menurut Pasal 45 KUHPidana ialah bahwa apabila orang yang 
belum cukup umur yaitu belum berumur 16 tahun melakukan 
suatu tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan supaya anak 
itu diserahkan kembali kepada orang tuannya, walinya atau 
pengurusnya dengan tak dikenakan pidana, atau anak tersebut 
diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak 
dikenakan pidana, atau dikenakan pidana. 
 
Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3, dan 
apabila kejahatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati, atau pidana penjara seumur hidup, hanya dikenakan penjara 
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maksimum 15 tahun. Pembantuan merupakan salah satu hal yang 
meringankan pemidanaan, karena pembantuan itu sifatnya hanyalah 
membantu, member sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan 
tindak pidana dipegang oleh si pembuat. 
Belum cukup umur (minderjarig) adalah hal yang meringankan 
pemidanaan karena untuk usia yang masih muda belia itu kemungkinan 
sangat besar untuk memperbaiki kelakukannya dan diharapkan kelak bisa 
menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 
 
BAB III 
METODE DAN LOKASI PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional. 
Selanjutnya dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penulis juga mencari data dan 
informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan 
penyelesaian penulisan yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin.  
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 
dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer  
Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui penelitian lapangan dan melalui wawancara langsung dengan 
pihak terkait tetang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.  
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2. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu data yang berupa sumber-sumber tertentu seperti 
dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang 
berhubungan dan dapat menunjang penulisan skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data 
yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara (interview) 
langsung dengan narasumber yaitu  Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang menangani kasus tersebut.  
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif, yaitu  dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan 
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penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data 
penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk 
deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat 
memecahkan objek permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan 
Dengan Ancaman Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak 
1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas terdakwa 
inisial NH, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 08 Juli 1998, umur 17 
(tujuh belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, 
tempat tinggal di Kp. Taipajawa Desa Barembeng Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa, agama Islam, dan pekerjaan sebagai 
Pelajar. 
 
2. Kasus Posisi 
Bahwa pelaku anak An. NH alias YY pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 
2016 sekitar pukul 15.30 WITA di Kp. Taipajawa Desa Barembeng 
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tepatnya di dalam kamar tidur 
terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Pr. SY dengan 
cara terdakwa memaksa saksi korban untuk ikut ke rumahnya dan setelah 
tiba di rumah terdakwa, terdakwa memeluk saksi korban dari belakang 
dan menarik tangan saksi korban menuju kamar tidurnya kemudian 
terdakwa mendorong saksi korban ke dinding tembok lalu kembali 
mendorong saksi korban ke arah tempat tidur dan setelah itu terdakwa 
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naik di atas badan saksi korban kemudian memegang dan menindih 
kedua tangan saksi korban menggunakan lututnya dan selanjutnya 
terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban 
menggunakan lututnya, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana 
dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 
korban dan mendorong keluar masuk selama 10 menit dan tidak lama 
kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma). 
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Kasus persetubuhan terhadap anak dengan ancaman kekerasan 
dengan nomor register perkara : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PNSgm yang 
mana terdakwa NH oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk 
dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa NH Alias YY, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 
sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 
bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Kampung Taipajawa Desa 
Barembeng Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa atau setidak-tidaknya 
pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan atau dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
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     - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika 
saksi korban Pr. SY telah selesai merayakan kelulusan sekolah SMA 
dan di saat saksi korban hendak pulang ke rumah berboncengan 
dengan teman saksi korban yaitu Pr. NB tiba-tiba sepeda motor yang 
digunakan oleh saksi korban dan Pr. NB mengalami kebocoran ban 
sehingga pada waktu itu terdakwa NH yang berboncengan dengan 
Pr. NN kebetulan lewat di tempat saksi korban dan Pr. NB berada 
dimana ketika itu terdakwa memberhentikan motornya dan pada 
waktu itu Pr. NB meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan 
saksi korban pulang ke rumahnya sehingga pada waktu itu terdakwa 
bersedia mengantarkan saksi korban dan berboncengan bertiga 
dengan Pr. NN dan pada saat itu terdakwa lebih dulu mengantrakan 
Pr. NN di warung makan tempat Pr. NN bertemu dengan teman-
temannya kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk 
mengantarnya pulang dimana ketika itu terdakwa kembali 
membonceng saksi korban untuk pulang namun pada saat berada di 
depan rumah saksi korban dan saksi korban hendak turun terdakwa 
tidak memberhentikan motornya dan mengatakan kepada saksi 
korban untuk menemaninya singgah di rumah terdakwa dan pada 
waktu tiba di rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong terdakwa 
menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa 
kemudian menyuruh saksi korban untuk duduk di meja makan 
setelah itu terdakwa hendak masuk ke dalam kamar mandi namun 
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tiba-tiba terdakwa memeluk saksi korban dari belakang dan menarik 
tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar yang mana pada 
saat itu saksi korban berusaha menolak dengan cara menahan pintu 
menggunakan kaki saksi korban namun terdakwa tetap memaksa 
dan menarik badan saksi korban kemudian mendorong badan saksi 
korban di dinding tembok kamar yang pada saat itu saksi korban 
kembali melakukan perlawanan dengan cara mendorong bahu 
terdakwa namun kembali lagi terdakwa menarik kedua tangan saksi 
korban dan mendorong badan saksi korban ke tempat tidur dalam 
keadaan terlentang kemudian setelah itu terdakwa berada di atas 
badan saksi korban berusaha untuk membuka baju saksi korban 
yang mana ketika itu saksi korban mendorong dada terdakwa tetapi 
terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban dan 
menindis kedua tangan yang berada di belakang badan saksi korban 
menggunakan lututnya kemudian setelah itu terdakwa turun dari atas 
badan saksi korban kemudian mengangkat rok dan melepas celana 
dalam yang digunakan saksi korban pada saat itu sampai sebatas 
lutut selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya 
kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin 
saksi korban dan mendorong alat kelamin terdakwa dengan cara 
keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan dari 
kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih. 
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- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari 
Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Makassar Nomor : 
45/V/206/Forensik tanggal 12 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. 
MAULUDDIN, M, Sp.F, yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. SY, 
yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : 
Alat kelamin :  Serambi kemaluan : Tidak tampak lecet; 
Selaput dara : Tampak luka robek lama arah jam 3, jam 5, 
jam 8, jam 9, jam 11, dan jam 12; 
Liang senggama : Tidak tampak lecet; 
Tes kehamilan : Negatif (-). 
Kesimpulan : Ditemukan robekan luka lama pada selaput 
dara akibat persentuhan benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 
81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan 
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 
4. Tuntutan Jaksa penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka 
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa; 
 
MENUNTUT : 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan pelaku anak NH Alias YY, bersalah melakukan tindak 
pidana “Setiap orang, melakukan kekerasan atau ancaman 
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kekerasan, memaksa anaka melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain, dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya.” Sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU No. 35 
Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak NH Alias YY, oleh 
karena itu dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak) selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi 
selama pelaku anak ditahan dan denda sebesar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 bulan kurungan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih penuh coretan piloks; 
(Dikembalikan kepada pelaku anak NH Alias YY) 
- 1 (satu) lembar baju sekolah SMA lengan panjang warna putih 
penuh coretan piloks; 
- 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar sor warna coklat; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih garis-garis hitam; 
- 1 (satu) buah BH warna ungu. 
(Dikembalikan kepada saksi korban Pr. SY). 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
 
5. Analisa Penulis 
 Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap di 
dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan 
dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan kasus posisi sebagaimana telah diuraikan di atas, anak 
didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal karena 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak 
pidana saja. Apa yang diputuskan oleh Hakim telah sesuai dengan 
ketentuan hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang 
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terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, 
dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di 
dalamnya keterangan saksi saling bersesuaian ditambah keterangan 
terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya serta 
alat bukti surat berupa Visum et Repertum. Oleh karena itu, Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan bahwa unsur perbuatan 
terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 
ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Mengenai penerapan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D UU No. 
35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tersebut. 
Adapun unsur-unsur sebagai berikut : 
- Unsur setiap orang (unsur subyektif) 
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 1 ke-16 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap 
orang ini adalah subyek yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya, dalam hal ini menunjuk kepada pelaku anak NH Alias 
YY. 
Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan 
saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan 
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bahwa pelaku anak NH Alias YY dengan identitas lengkap 
sebagaimana dalam surat dakwaan, dan pelaku anak dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu 
ingatannya sehingga terdakwa dapat memepertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
dan melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk 
anak melakukan persetubuhan dengannya (unsur obyektif) 
Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan 
menurut keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan 
bahwa benar pelaku anak mengajak saksi korban Pr. SY untuk 
bersetubuh dengan awalnya pelaku anak menarik paksa tangan saksi 
korban agar mengikuti pelaku anak ke dalam rumah pelaku anak 
selanjutnya pelaku anak memaksa membuka baju sekolah saksi 
korban kemudian memaksa membuka rok sekolah, celana sor, dan 
celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban pada saat itu, setelah 
celana sor dana celana dalam yang dikenakan saksi korban terbuka 
pelaku anak menurunkan celana dalamnya lalu memasukkan 
kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan mendorong alat 
kelaminnya dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 10 
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(sepuluh) menit dan dari kemaluan pelaku mengeluarkan cairan 
berwarna putih (sperma). 
 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang dimaksud dengan 
sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang 
yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum atau pada saat 
melakukan perbuatannya, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 
(tiga) bentuknya yakni 1) kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; 2) 
kesengajaan sebagai kepastian; dan 3) kesengajaan sebagai 
kemungkinan. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak adalah cara atau keadaan yang 
mempengaruhi/mendukung pelaku tindak pidana untuk memaksa anak 
guna melakukan perbuatannya terhadap anak tersebut. Adapun 
pengertian kekerasan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf D UU No. 
23 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlakuan kekerasan 
dicontohkan seperti perbuatan melukai dan/atau mencederai dan tidak 
semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial, sedangkan ancaman 
kekerasan adalah perkataan akan melakukan kekerasan atau perilaku 
tertentu yang apabila dilanjutkan akan menjadi suatu tindakan kekerasan, 
yang menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak tersebut terpaksa 
mengikuti kemauan orang yang mengancamnya. 
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Menurut Penulis, seluruh unsur-unsur materiil memang telah 
terpenuhi dan mencocoki rumusan delik, namun setelah menganalisis 
berkas perkara pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/PNSgm terkait 
kasus persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 
anak, Penulis menemukan bahwa terdapat kecacatan dalam penerapan 
hukum pidana formil di dalam perkara tersebut. Sebelum mencapai tahap 
Putusan di persidangan, suatu perkara tentu harus melalui berbagai tahap 
pemeriksaan baik itu di tingkat penyidikan di Kepolisian maupun 
penuntutan di Kejaksaan, namun nyatanya terdakwa di dalam proses 
penyidikan dan penuntutan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum 
dimana hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) Pasal 56 ayat (1) yang 
menyatakan : 
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 
pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak 
mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 
mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan 
pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 
menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 
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B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 
pada Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan 
yang Dilakukan Oleh Anak dalam putusan Nomor: 10/Pid.Sus.-
Anak/2016/PNSgm 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat 
peradilan negara yang diberi kewenangan oleh uu untuk mengadili 
sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, 
karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh uu. 
Sebelum memutuskan suatu perkara pidana baik itu perkara anak 
maupun perkara orang dewasa, Hakim selalu berpegang pada dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta di persidangan seperti keterangan 
para saksi yang hadir di dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat 
bukti, serta unsur subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. 
Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang 
kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.  Adapun 
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah 
sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan 
suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah 
memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya; 
Menimbang, bahwa karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76D 
UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
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1. Setiap orang; 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang 
lain dan melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk 
anak melakukan persetubuhan dengannya. 
 
Menimbang, bahwa fakta persidangan bersesuaian dengan hasil 
Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 
45/V/206/Forensik tanggal 12 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. 
MAULUDDIN, M, Sp.F, yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. SY, 
yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : 
- Alat kelamin :  Serambi kemaluan : Tidak tampak lecet; 
- Selaput dara : Tampak luka robek lama arah jam 3, jam 5, 
jam 8, jam 9, jam 11, dan jam 12; 
- Liang senggama : Tidak tampak lecet; 
- Tes kehamilan : Negatif (-). 
Kesimpulan : ditemukan robekan luka lama pada selaput 
dara akibat persentuhan benda tumpul. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di 
atas, maka unsur ini telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari 
pasal dakwaan tunggal sehingga dakwaan selanjutnya tidak 
dipertimbangkan lagi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
dan melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya” ; 
Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula hasil laporan 
Pekerja Sosial (Peksos) dan telah dipertimbangkan pula hasil laporan 
Penelitian Kemasyarakatan Anak (LITMAS) oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas IA yang 
membawahi Kabupaten Gowa  berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 30 ayat (3); 
Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan 
pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan 
kesalahan Anak oleh karena itu haruslah anak dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Anak 
haruslah dijatuhi pidana; 
Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana maka masa pidana 
tersebut, oleh Anak akan dijalani di LPKA (Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak); 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah 
dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
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penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan 
terhadap diri Anak dilandasi alsana yang cukup, maka perlu ditetapkan 
agar Anak tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah 
berdasarkan hukum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan 
dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak 
dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan 
ditentukan dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal 
dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut; 
 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma Agama dan 
kesusilaan; 
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma, rasa malu pada anak 
korban; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Anak sopan di persidangan; 
- Anak menyesali perbuatannya; 
- Anak mengakui perbuatannya; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidanaan bukan sekedar sebagai 
suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga 
sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana 
menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulanginya, maka 
menurut Pengadilan putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa 
keadilan yang berlaku dalam masyarakat. 
 
 
2. Amar Putusan 
Setelah melalui beberapa pertimbangan, Majelis Hakim akhirnya 
menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan Anak NH Alias YY terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan 
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persetubuhan dengannya dan melakukan tipu muslihat, 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya.” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA dan denda sebesar 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 4 (empat) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Anak dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih penuh coretan piloks; 
(Dikembalikan kepada pelaku anak NH Alias YY) 
- 1 (satu) lembar baju sekolah SMA lengan panjang warna putih 
penuh coretan piloks; 
- 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar sor warna coklat; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 
- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih garis-garis hitam; 
- 1 (satu) buah BH warna ungu. 
(Dikembalikan kepada saksi korban Pr. SY). 
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya dalam perkara ini 
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
 
3. Analisa Penulis 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus persetubuhan 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  yang dilakukan oleh anak ini 
tentunya memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut 
untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan 
berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Uu 
yang mengatur. 
Putusan Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap 
pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang obyektif yang tidak 
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dapat diukur dengan standar apapun juga. Maka dari itu sebelum 
menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim tidak serta-merta menjatuhkan 
pidana atas keterangan-keterangan yang sepenuhnya disangkakan 
karena perbuatan terdakwa, karena tentu ada beberapa hal yang harus 
ikut serta dipertimbangkan oleh Hakim di luar daripada itu.  
Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim, Hakim menyatakan 
bahwa putusan tersebut diberikan setelah melalui beberapa 
pertimbangan, diantaranya adalah unsur-unsur formil dan materiil telah 
terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari Penasehat Hukum mengenai 
dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa 
terbukti telah melakukan tindak pidana. Setelah Penulis menganalisis 
pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam menjatuhkan 
putusannya, Penulis menemukan beberapa hal yang kurang tepat, yakni 
sebagai berikut : 
a. Hakim Tidak Mempertimbangkan Peran Korban Dalam terjadinya 
Tindak Pidana 
Pada faktanya, dewasa ini memang banyak korban yang ikut andil 
dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena tentu secara rasional, dalam 
terjadinya tindak pidana, terkadang saja ditemukan peran korban 
sebagai musababnya, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau 
terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang 
perempuan yang sering berpakaian seksi dan merangsang atau 
berperilaku yang tidak sopan. 
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Sebelum menjabarkan lebih lanjut tentang peran korban pada 
kasus ini, penulis terlebih dahulu hendak menjabarkan jenis-jenis 
korban dalam ilmu viktimologi. Ada beberapa tipologi korban yang 
diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai 
berikut:34 
1. Unrelated Victims 
Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, 
kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. 
Menurutnya semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi 
korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi 
korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban 
mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini 
tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat. 
 
2. Provocative Victims 
Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya 
menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam 
hal ini korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai affair 
dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak 
pada pihak korban dan pelaku. 
 
3. Participating Victims 
Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap 
penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong 
untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : 
berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat 
untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban 
sepenuhnya ada pada pelaku. 
 
4. Biologically Weak Victims 
Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang 
menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya 
anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam 
hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah 
setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya. 
 
5. Socially Weak Victims 
Merupaka orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat 
luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para 
                                                           
34
  Didik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara 
Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm 49. 
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imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang 
mempunya kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini 
pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau 
masyarakat. 
 
 
6. Self Victimizing Victims   
 Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan 
sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa 
korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa 
tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat dan korban. 
Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal 
ini pertanggungjawaban terletak penuh pada pelaku yang juga 
sekaligus merupakan korban. 
 
7. Political Victims 
Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara 
sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.  
 
Berikutnya, setelah Penulis menganalisa berkas perkara terdakwa 
pada kasus ini, penulis menemukan data-data berupa:  
1. Berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak 
(LITMAS) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai 
Pemasyarakatan kelas IA disebutkan bahwa motivasi terdakwa 
melakukan tindak pidana persetubuhan dengan korban adalah 
karena terdakwa bernafsu setelah melihat pakaian korban yang 
agak terbuka sehingga memperlihatkan pakaian dalamnya;35 
2. Berdasarkan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pendapat di 
Polres Gowa, bahwa sebelum disetubuhi, korban terlebih dahulu 
digoda/dirayu oleh terdakwa di rumah terdakwa dalam kondisi 
mereka berdua di rumah, akan tetapi korban tetap bertahan di 
rumah tersebut dan tidak meninggalkan rumah; 
                                                           
35
 Ridha Suryadin M, 2016, Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri, 
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, hlm. 5. 
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3. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ketika terdakwa mencium 
korban, korban tidak marah; 
4. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa korban juga merasakan 
enak saat tersangka menyetubuhinya; 
5. Berdasarkan keterangan saksi HS  dalam Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) di Polres Gowa, bahwa saksi melihat terdakwa 
dan saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa dan sekitar 30 
menit kemudian saksi HS melihat terdakwa membonceng saksi 
korban  dan saat saksi korban dibonceng pulang oleh terdakwa, 
korban terlihat hanya tersenyum dan memeluk terdakwa.  
 
Dari fakta-fakta tersebut, jika Penulis merujuk pada pendapat yang 
dikemukakan oleh Stephen Schafer di atas, maka korban termasuk 
dalam kategori participating victims dimana korban yang secara 
khusus tidak berbuat sesuatu terhadap terdakwa, tetapi korban tidak 
menyadari bahwa tingkah lakunya mengenakan pakaian yang terbuka 
dapat mendorong seseorang untuk berbuat jahat terhadap dirinya. 
Sayangnya, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim dalam 
pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusannya. Oleh karena 
Hakim tidak mempertimbangkan peran korban dalam pertimbangan 
Hakim dalam putusannya, maka menurut Penulis hal tersebut adalah 
salah satu kekurangan dalam putusan hakim pada perkara ini. 
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b. Hakim Tidak Mempertimbangkan Kedudukan terdakwa Yang 
Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam Tahap 
Penyidikan dan Penuntutan dalam putusannya 
Sebelum mencapai tahap Putusan di persidangan, suatu perkara 
tentu harus melalui berbagai tahap pemeriksaan baik itu di tingkat 
penyidikan di Kepolisian maupun penuntutan di Kejaksaan. Namun 
nyatanya, terdakwa di dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak 
didampingi oleh Penasehat Hukum dimana hal tersebut bertentangan 
dengan KUHAP Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan : 
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang 
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai 
penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua 
tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat 
hukum bagi mereka. 
 
c. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menjatuhkan vonis putusan 
yang kurang tepat 
Ada sedikit hal yang saya kritisi dalam perkara tersebut, yakni bahwa 
Jaksa Penuntut Umum dan Hakim kurang teliti dalam menjatuhkan 
hukuman. Dalam perkara tersebut, vonis Hakim menyatakan “……….. 
apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 4 (empat) bulan”. Hal tersebut menurut Penulis adalah hal yang 
tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 
No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 
menyatakan “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif 
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berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan 
kerja” sehingga seharusnya alternatif putusan atas pidana denda yang di 
voniskan terhadap terdakwa adalah pidana „Pelatihan Kerja‟, bukan 
pidana kurungan. Karena sesungguhnya tujuan pemidanaan bukan 
sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana 
tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak 
pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulanginya. 
Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa yang masih dianggap belum 
dewasa, seorang Hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan 
pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya dan juga melihat dari 
semua sudut pandang serta mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan maupun hal-hal yang meringankan agar dapat 
menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan anak 
dalam perkara putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PNSgm telah 
sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) 
dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun masih terdapat kecacatan 
penerapan pidana formil dalam perkara tersebut, yaitu anak yang tidak 
didampingi oleh Penasehat Hukum dalam tahap penyidikan dan 
penuntutan yang mana hal tersebut bertentangan dengan KUHAP 
Pasal 56 ayat (1). 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap perkara putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PNSgm telah 
melalui beberapa pertimbangan, dimana unsur-unsur formil dan materiil 
telah terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari Penasehat Hukum 
mengenai dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum 
sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana. Namun 
Penulis menemukan ada beberapa kekeliruan dalam pertimbangan 
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Hakim sebelum memutus perkara tersebut diantaranya Hakim tidak 
mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana, 
Hakim tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa yang tidak 
didampingi oleh penasehat hukum dalam tahap penyidikan dan 
penuntutan, serta Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menjatuhkan vonis 
putusan yang kurang tepat dimana pidana kurungan 4 (empat bulan) 
seharusnya diganti dengan pidana latihan kerja sesuai dengan Pasal 
71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada penegak hukum, selain memperhatikan unsur-
unsur materiil agar kiranya memperhatikan pula unsur-unsur formil 
jangan sampai ada kecacatan formil sehingga baik pihak korban 
maupun terdakwa bisa terpenuhi hak-haknya. 
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak serta merta berdasar 
pada surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan 
juga melihat alat bukti yang sah. Hakim harus lebih peka untuk melihat 
fakta-fakta yang timbul di persidangan sehingga dari fakta-fakta 
tersebut menimbulkan keyakinan Hakim untuk menjatuhkan hukuman 
yang seadil-adilnya. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan khususnya kasus 
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persetubuhan yang dilakukan oleh anak, hakim harus memperhatikan 
dan mempertimbangkan putusannya baik dari segi yuridis maupun 
sosiologis apakah putusan tersebut sudah sangat adil baik bagi korban 
maupun pelaku itu sendiri sehingga semua pihak merasa adil dengan 
putusan tersebut. 
3. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan 
pengawasan dan kewaspadaan kepada anaknya karena seringnya 
terjadi kejahatan yang tidak terduga karena adanya waktu dan 
kesempatan. 
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